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ABSTRAK : bahwa      dalam rangka     mewujudkan tata kelola            pemerintahan  yang             baik 

maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan 
pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya 
menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia 
aparatur; 
bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan  dalam rangka percepatan 
pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komis Pemilihan Umum serta sebagai 
tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 
2016, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan menetapkannya dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;  
 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan 
Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; 
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